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No.8, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Penyetoran. PNBP.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/PMK.02/2013
TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Menimbang :

Mengingat

DARI DIVIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka menyempurnakan pengaturan
mengenai penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
agar lebih jelas, efisien, transparan, akuntabel, dan
komprehensif, perlu mengatur kembali tata cara
penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Deviden yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5075);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan
Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan
(Persero), kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Departemen Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4313);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4555);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4995);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
tentang Modul Penerimaan Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.02/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI
DIVIDEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, modalnya terbagi dalam
saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan.

Perseroan Terbatas Lainnya adalah perseroan terbatas yang sahamnya
dimiliki Negara Republik Indonesia kurang dari 51%.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN
yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dividen adalah bagian Pemerintah atas laba BUMN dan Perseroan
Terbatas Lainnya.

Wajib Bayar adalah badan usaha yang berbentuk Persero, Perseroan
Terbatas lainnya dan Perum.
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10.

11.

12.

13.

(1)

(2)

(3)

Wayjib Bayar perseroan tertutup yang selanjutnya disebut Wajib Bayar
Non Tbk adalah BUMN dan perseroan terbatas lainnya, seluruh atau
sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dimana sahamnya tidak
terdaftar dan tidak diperdagangkan di Pasar Modal.

Wayjib Bayar perseroan terbuka yang selanjutnya disebut Wajib Bayar
Tbk adalah BUMN dan perseroan terbatas lainnya yang sebagian
sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dimana sahamnya terdaftar dan
diperdagangkan di Pasar Modal.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS,
adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dan memegang
kekuasaan tertinggi dalam persero.

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah
pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk
dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas Lainnya,
dan dikelola secara korporasi.

Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah
modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari
penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan
penerimaan Negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan
dan Anggaran Negara.

Pasal 2

Wajib Bayar membayar seluruh Dividen yang terutang secara tunai
paling lambat pada saat jatuh tempo.

Jatuh tempo pembayaran Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Wajib Bayar Non Tbk yaitu 1 (satu) bulan setelah tanggal
diputuskannya penetapan Dividen oleh:

a. RUPS bagi Persero dan Perseroan Terbatas Lainnya; dan
b. Menteri Badan Usaha Milik Negara bagi Perum.

Jatuh tempo pembayaran Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk Wajib Bayar Tbk mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar
Modal.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran dividen yang
terutang bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari
yang diliburkan pemerintah, pembayaran/penyetoran dividen yang
terutang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 3

Wajib Bayar melakukan penyetoran seluruh kewajiban Dividen
dan/atau denda terkait pembayaran Dividen ke Kas Negara melalui
Bank/Pos Persepsi.

Dalam melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Wajib Bayar menyampaikan data secara lengkap dan benar pada
formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau formulir surat
setoran elektronik yang diberlakukan dalam rangka pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Wajib Bayar bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data
yang dicantumkan dalam formulir surat setoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pembayaran setoran kewajiban Dividen dan/atau denda terkait
pembayaran Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
pelunasan kewajiban sesuai tanggal penyetoran.

Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai
Modul Penerimaan Negara.

Pasal 4

Dalam hal Wajib Bayar tidak dapat melakukan pembayaran seluruh
kewajiban Dividen pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyampaikan
permohonan penetapan jatuh tempo.

Permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.g.
Direktur Jenderal Anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menetapkan
jatuh tempo pembayaran atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 5

Permohonan penetapan jatuh tempo pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan oleh Wajib Bayar yang
kesulitan arus kas.
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